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PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan
dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-
Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-
huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem
tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam
transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan
transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
t Alif Tidak Tidak
dilambangkan dilambangkan
Ba B Be
<
. Ta T Te
[
) Sa $ Es (dengan titik
[ .
di atas)
Jim J Je
Ha h Ha (dengan titik
di bawah)




: Kha Kh Ka dan Ha
C
Dal D De
>
: Zal V4 Zet (dengan titik
> .
di atas)
Ra R Er
)
. Zai Z Zet
)
Sin S Es
e
, Syin S Esdan Ye
S y y
Sad $ Es (dengan titik
il di bawah)
. Dad d De (dengan titik
il di bawah)
5 Ta t Te (dengan titik
di bawah)
1 Za z Zet (dengan titik
di bawah)
"ain Koma terbalik (di
C atas)
. Gain G Ge
C
A Fa F Ef
8 Qaf Q Ki
5| Kaf K Ka
J Lam L El
- Mim M Em

Vi




o Nun N En
Wau W We
2
A Ha H Ha
. Hamzah ‘ Apostrof
Ya Y Ya
&S
B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia,
terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal
rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya

berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai

berikut:
Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal
Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
- Fathah A a
. Kasrah I i
h Dammah U u

2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya
berupa gabungan antara harakat dan huruf,
transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:
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Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
- 6 Fathah dan Al adanu
L ya
- ; Fathah dan Au adanu
wau
Contoh:
- US kataba
- J;e fa'ala
- J\; suila
- u:S kaifa
- Jy— haula
C. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya

berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf
dan tanda sebagai berikut:
Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Nama Huruf Nama
Arab Latin
.. | Fathahdan alif A a dan garis di
atau ya atas
© Kasrah dan ya I i dan garis di atas
fj Dammah dan U u dan garis di
wau atas
Contoh:
- Jb qala
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- () rama

- JJ qila
- :J}:v yaqiilu
D. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:
1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat
fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta’ marbutah mati
Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat
sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti
olen kata yang menggunakan kata sandang al serta
bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu
ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- JubY) asj, raudah al-atfal/raudahtul atfal

- 5,5l &4 al-madinah al-munawwarah/

al-madinatul munawwarah
. talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab
dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau
tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf
yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.
Contoh:

D

- Jdp nazzala

3

- al-birr

s



F. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, yaitu J, namun dalam
transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:
1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf
“I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata
sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah
ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun
gamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang
mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- Jz;l\ ar-rajulu
- al-galamu

- M\ asy-syamsu
- S alalalu
G. Hamzah
Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun
hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah
dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal
kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh:

28 9r

- 4=U  ta’khuzu



- (s> syal’un
- ¢sdl an-nav’u

- u\ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun

huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang
penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan
dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang
dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan
juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh'

@ Ror 2.

- JJ 550 ) sgd ‘m\ o\ Wa innallaha lahuwa

khair ar- ra21q1n/Wa 1nna112'1ha lahuwa khairurrazigin

s - 02 s -

- uuf 3 \Jh\}}us 4»\ v_w Bismillahi

majreha wa mursaha
I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital
tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut
digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa
yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital
digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan
permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh
kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata
sandangnya.
Contoh:

s 0 -0 ¥

- J.Q.SLJ\ o w oo Alhamdu lillahi rabbi al-

‘alamin/ Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

Xi



- Bl s Bl Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman

ar-rahim
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya
berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap
demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata
lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan,
huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

®o .~ Bo X, R
- e oA D Allaghu gaftirun rahim
VNN Lillahi al-amru jamt an/Lillahil

-amru jami an
. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam
bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang
tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian
pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.
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MOTTO

“Dunia boleh saja menahanku, kupunya doa ibu”
(Tapi-Perunggu)

“I give it all and when i fall, i get up and give some more
until there’s nothing left of me. Just some bones stacked on
the floor”

(Give it all-The Amity Affliction)
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ABSTRAK

Alifya Paristian 2026. Penerapan Prinsip Good
Governance Dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi
Gratis (MBG) : Studi Kasus Pengelolaan MBG di SD Negeri
01 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Skripsi Program
Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah. Universitas Islam
Negeri (UIN) K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dosen Pembimbing: Ayon Diniyanto, M. H.

Latar belakang penelitian ini berawal dari pelaksanaan
program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah
satu inisiatif strategis pemerintah dalam upaya pemenuhan
gizi anak sekolah sekaligus mendukung pengembangan
sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Tujuan
penelitian ini adalah menganalisis penerapan prinsip good
governance dalam pelaksanaan program MBG di SD Negeri
01 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan serta
mengidentifikasi  akibat hukum vyang timbul dari
pelaksanaanya.

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis empiris
dengan menggabungkan pendekatan perundang-undangan,
pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Data dalam
penelitian ini diperoleh melalui observasi lapangan, yang
melibatkan wawancara dengan stakeholder SD Negeri 01
Kedunguwuni, yaitu meliputi guru, orang tua dan siswa.
Hasil wawancara tersebut disertai dokumentasi Analisis data
dilakukan secara analisis deskriptif dengan menggunakan
teori good governance dan konsep makan bergizi gratis.

Hasil penelitian menunjukan bahwa beberapa prinsip
good governance telah diterapkan seperti akuntabilitas,
partisipasi, responsivitas, efektivitas, efisiensi, dan keadilan,
namun pelaksanaanya belum optimal. Sebaliknya, prinsip
transparansi dan rule of law belum diterapkan, sebagaimana
tercermin dalam ketiadaan persetujuan tertulis dari orang tua,
kurangnya media informasi yang memadai mengenai gizi,
serta tidak adanya dokumen Standar Operasional Prosedur
(SOP) atau petunjuk teknis secara formal di pihak sekolah.

XVii



Kondisi tersebut menimbulkan akibat hukum berupa
rendahnya kepastian hukum, potensi sengketa administratif,
serta kesulitan pertanggungjawaban apabila terjadi hal yang
merugikan. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan
penguatan dokumentasi administratif, penyediaan materi
informasi gizi, penerapan regulasi secara tertulis, serta
peningkatan fungsi pengawasan oleh pihak sekolah, orang
tua, dan pemerintah daerah. Penerapan prinsip good
governance pada akhirnya tidak hanya penting untuk
keberhasilan program, tetapi juga untuk perlindungan hak
dan peningkatan kepercayaan publik terhadap
penyelenggaraan program pemerintah.

Kata Kunci: Good governance, makan bergizi gratis,
akuntabilitas, transparansi, rule of law
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ABSTRACT

Alifya Paristian 2026. Enforcement Of Good Governance
Principles In The Implementation Of The Nutritious Free
Meal Program (MBG): A Case Study of MBG Management
at State Elementary School 01 Kedungwuni Pekalongan
Regency. Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty
of Sharia, State Islamic University (UIN) K. H. Abdurrahman
Wahid Pekalongan.

Supervisor: Ayon Diniyanto, M. H.

The background to this research is motivated by the
implementaion of the free nutritions meals (MBG)
programme, which is one of the government’s stategic
initiative aimed at meeting the nutritional needs of
schoolchildren while supporting the development of high-
quality human resources. The study aim to analyze the
application of good governance prinsciples in the
implementation of the MBG programme at State Elementary
school 01 Kedungwuni Pekalongan Regency and to identify
the legal cosequences arising from its implementation
through.

This research used a mploys an empirical-juridical
approach by combining legislative, case-based, and
conceptual approaches. Data were collected through field
observations, which included interviews with stakeholders at
State Elementary School 01 Kedungwuni, including
teachers, parents, and students. The results of these
interviews were supplemented with documentation. Data
analysis was conducted using descriptive analysis based on
the theory of good governance and the concept of the Free
Nutritious Meals program.

The research findings indicate that several principles
of good governance such as accountability, participation,
responsiveness, effectiveness, efficiency, and fairness have
been implemented, but their implementation has not yet
been optimal. Conversely, the principles of transparency
and the rule of law have not been implemented, as reflected
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in the absence of written parental consent, the lack of
adequate information resources on nutrition, and the
absence of formal Standard Operating Procedures (SOPS)
or technical guidelines on the part of the school. These
conditions give rise to legal consequences, including low
legal certainty, the potential for administrative disputes, and
difficulties in establishing accountability in the event of
adverse outcomes. Therefore, the study recommends
strengthening administrative documentation, providing
nutritional information materials, implementing written
regulations, and enhancing oversight functions by schools,
parents, and local governments. The application of good
governance principles is ultimately important not only for
the success of the program but also for the protection of
rights and the enhancement of public trust in the
implementation of government programs.

Keywords: Good governance, free nutritions meals,
accountability, transparency, rule of law.
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dan menjadi acuan berharga untuk penelitian di masa depan,
dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada.

Pekalongan, 3 Juli 2026
Penulis

Ali aristian Zahra
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah gizi buruk pada anak-anak Indonesia
merupakan isu kesehatan masyarakat yang mendesak
dan berkepanjangan. Berdasarkan data dari buku
laporan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang
diselenggarakan olen Kementrian Kesehatan Republik
Indonesia (Kemenkes) jumlah stunting anak Indonesia
mencapai 19,8%, sedangkan wasting mencapai 6,2%.
Angka-angka ini  menunjukan bahwa masalah
malnutrisi tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik
dan perkembangan anak, tetapi juga pada produktivitas
generasi mendatang. Untuk menangani permasalahan
ini, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden
Nomor 83 Tahun 2024, mendirikan Badan Gizi
Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung
jawab mengelola program pemernuhan gizi secara
nasional. Salah satu mandat utama BGN adalah
menjalankan  program  Makan  Bergizi  Gratis
(MBG), yang betujuan menekan angka malnutrisi
dan memenuhi kebutuhan nutrisi haruan anak-anak.
Program ini dimulai pada tanggal 2 Januari 2025,
dengan fokus awal pada pemberian layanan kepada
siswa jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah
Menengah Atas (SMA) yang berasal dari kelompok
ekonomi kuintil 1 dan 2 di wilayah tertinggal, terdepan,
dan terluar (3T) di seluruh Indonesia.

Namun, implementasi program MBG tidak
bejalan lancar justru menimbulkan kontroversi publik
akibat munculnya sejumlah kasus keracunan massal di
berbagai daerah. Data Jaringan Pemantauan Pendidikan



Indonesia (JPPI) per September 2025 mencatat bahwa
jumlah keracunan MBG di Indonesia mencapai 6,452
orang. Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat
ketiga dengan jumlah korban keracunan sebanyak 722
orang®.

Tanggal 13 Januari 2026, tercatat 15 siswa SD
Negeri 01 Kedungwuni diduga mengalami gejala
keracunan makanan setelah mengonsumsi menu dalam
program MBG?. Insiden ini dilaporkan terjadi di
Kabupaten Pekalongan. Menu paket MBG yang
dibagikan saat itu meliputi bakmi goreng Jawa, telur
ceplok, tahu goreng, lalapan timun, serta buah anggur.
Makanan tersebut didistribusikan oleh  Satuan
Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sidodadi
Kedungwuni Timur.

Menanggapi situasi tersebut, Mochammad Idhar
Khaerul sebagai Kepala SPPG Sidodadi Kedungwuni
Timur, menyampaikan bahwa timnya telah menerapkan
standar operasional prosedur (SOP) yang ketat sebelum
distribusi  dilakukan. Pihaknya menyatakan akan
berkooperatif dalam proses penyelidikan yang
berlangsung dan menunggu hasil laboratorium resmi
untuk kebutuhan evaluasi lanjutan.

Kejadian ini, tidak hanya menimbulkan risiko
kesehatan bagi anak-anak, tetapi juga menunjukan

1 CNN Indonesia, “7 Daerah yang Alami Keracunan MBG Versi
BGN” CNN Indonesia. 27 September 2025,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250927081552-20-1278281/7-
daerah-yang-alami-keracunan-mbg-versi-bgn (diakses pada 9 Mei 2026)

2 Asih, “Diduga 15 Siswa di Pekalongan Keracunan MBG,
Sampel Makanan Langsung Dikirim ke Semarang” Lingkar TV, 14
Januari 2026 https://lingkartv.com/diduga-15-siswa-keracunan-mbg/
(diakses pada 9 Mei 2026)



https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250927081552-20-1278281/7-daerah-yang-alami-keracunan-mbg-versi-bgn
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250927081552-20-1278281/7-daerah-yang-alami-keracunan-mbg-versi-bgn
https://lingkartv.com/diduga-15-siswa-keracunan-mbg/
https://lingkartv.com/diduga-15-siswa-keracunan-mbg/

adanya kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Dalam aspek akuntabilitas, penyedia makanan belum
sepenuhnya memenuhi tanggung jawab terhadap
kualitas dan keamanan pasokan, serta mekanisme
pengawasan oleh SPPG yang belum optimal. Terkait
aspek transparansi, informasi mengenai sumber
makanan, proses penyimpanan, atau risiko kesehatan
belum tersampaikan secara optimal kepada orang tua,
siswa atau masyarakat.

Di samping itu, meskipun regulasi yang berlaku
seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan dan  Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mengatur
pengawasan terhadap aspek pangan, termasuk sumber,
standar kualitas, keamanan, serta hak dan kewajiban
negara dan masyarakat, penerapan di lapangan masih
menghadapi tantangan. Salah satu hambatannya adalah
keterbatasan sumber daya untuk inspeksi harian,
pengujian  sampel, dan  protokol pencegahan
kontaminasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis
berkeinginan untuk melakukan penelitian yang judul
“Penerapan Prinsip Good Govenance Dalam
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Studi Kasus
Insiden Keracunan Massal di SD Negeri 01
Kedungwuni Kabupaten Pekalongan”.

Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang penelitian, maka
fokus permasalahan yang akan dibahas dalam
penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip good governance
dalam pelaksanan program Makan Bergizi Gratis



C.

(MBG)?

2. Bagaimana akibat hukum dari belum terpenuhinya
penerapan prinsip good governance dalam pelaksaan
program Makan Bergizi Gratis (MBG)?

Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah
dirumuskan, maka penelitian ini memiliki tujuan
sebagai berikut:

1. Menganalisis penerapan prinsip good governance
dalam pelaksanan program Makan Bergizi Gratis
(MBG).

2. Menganalisis akibat hukum dari belum terpenuhinya
prinsip good governance dalam pelaksanan program
Makan Bergizi Gratis (MBG).

Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini berkontribusi untuk
peningkatan dalam literatur hukum tatanegara
terkait penerapan good governance dalam program-
program pemerintah, khususnya dalam program
MBG. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan
mampu berkontribusi sebagai sumber referensi untuk
pengembangan penelitian berikutnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat
secara praktis, diantaranya:

a. Bagi penulis
Melalui penelitian ini, penulis dapat
meningkatkan ~ wawasan serta  pengalaman
mengenai penerapan prinsip good governance
dalam pelaksanaan program MBG.



b. Bagi masyarakat
Penelitian ini memberikan kontribusi dalam
memperluas pengetahuan dan  memberikan
pemahaman hukum mengenai penerapan prinsip
good governance dalam program MBG dengan
mengkaji insiden keracunan massal.
c. Bagi pemerintah
Penelitian ini dapat menjadi pembentukan
hukum, serta dapat dijadikan acuan dalam
memperbaiki mekanisme implementasi program
MBG melalui  penerapan  prinsip  good
governance, sehingga mengurangi risiko insiden
keracunan dan meningkatkan kepercayaan publik
terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang
baik.
E. Kerangka Teori
1. Teori Good Governance
Pelaksaan  kekuasaan dan  kewenangan,
pemerintah  tentunya  bertujuan  menciptakan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good
governance) guna mencapai kesejahteraan serta
kemakmuran masyarakat. Good governance atau
Asas-Asas  Umum Pemerintahan yang Baik
(AAUPB) dipahami sebagai konsep yang meliputi
keseluruhan tindakan dan perilaku yang berperan
mengarahkan, mengendalikan, serta mempengaruhi
penyelenggaraan masalah publik guna mewujudkan
nilai-nilai kebaikan (good) dikehidupan sehari-hari
dalam bermasyarakat. Sementara itu, pengertian
good governance sebagaimana dikemukaan oleh
Grindle dalam Amy Y.S. pada umumnya memuat
berbagai  karakteristik yang  menggambarkan
bagaimana pemerintah seharusnya bertindak dan



bersikap®.

Lembaga Administrasi  Negara (LAN)
menyimpulkan bahwa good governace merupakan
penyelenggaraan negara yang solid dan bertanggung
jawab, serta efisien dan efektif dalam menjaga
kesinergian interaksi yang kontruktif di antara
domain-domain  negara, sektor swasta dan
masyarakat®.

United Nations Development Programme
(UNDP)  mendefinisikan sebagai pelaksanaan
kewenangan pada bidang ekonomi, politik, dan
administratif dalam rangka mengelola berbagai
urusan negara pada seluruh tingakatan. Prinsip
utama good governance yang dikemukakan oleh
UNDP yaitu:

a. Partisipasi (Participation): Masyarakat
mempunyai hak atau kesempatan untuk terlibat
pada proses penetapan keputusan, baik dengan
keterlibatan langsung maupun melalui
mekanisme perwakilan lembaga.

b. Penerapan hukum (Rule of law): Penerapan
sistem hukum yang adil, serta dipatuhi oleh
semua pihak seperti pemerintah dan masyarakat.

c. Transparansi (Tranparency): Akses informasi
terkait kebijakan, proses pengambilan keputusan
dan kinerja pemerintah dapat diakses dengan
mudah oleh masyarakat (publik).

d. Responsivitas  (Responsiveness):  Pemerintah

3

Ami. Y. S Rahayu, Birokrasi & Governance Teori, Konsep Dan

Aplikasinya (Depok: PT. Grafindo Persada, 2019).

4

Konsep

Listyaningsih,  Adminitrasi  Pembangunan  Pendekatan
Dan Implementasi (Jakarta: Graha limu, 2014).



harus dapat merespons aspirasi masyarakat
dengan cepat dan efektif.

e. Konsensus (Consensus) : Ketika pengambilan
sebuah keputusan, pemerintah harus dapat
mencapai  kesepakatan ~ yang  melibatkan
kepentingan masyarakat luas.

f. Keadilan (Equality) : Pemerintah harus
memastikan semua masyarakat diperlakukan adil
dan setara dihadapan hukum.

g. Akuntabilitas (Accountability) : Pemerintah
memiliki tanggung jawab atas setiap tindakan dan
keputusan yang ditetapkan, serta harus siap untuk
mempertanggungjawabkannya dihadapan
masyarakat.

h. Efektivitas dan efiensi (Effectiveness and
effeciency): Pemerintah  berkewajiban untuk
merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan
dengan memanfaatkan sumber daya secara
optimal dan berdaya guna.

i. Visi strategi (Strategic visian): Pemerintah
memiliki rencana jangka panjang dan visi yang
jelas untuk pembangunan berkelanjutan®.

Berdasarkan pemaparan uraian tersebut, dapat
disimpulkan bahwa prinsip-prinsip tersebut saling
berkaitan dalam membangun good governance.

Keseluruhan prinsip tersebut menjadi landasan yang

kokoh dalam menciptakan tata kelola pemerintah

yang berkeadilan, efektif dan berintegritas dalam
masyarakat.

% Bayu Kharisma, “Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan
Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta : Suatu Pendekatan
Ekonomi Kelembagaan,” Jurnal Buletin Studi Ekonomi 19, no. 1
(2014).



F. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu digunakan sebagai
dasar untuk melihat posisi dan kebaruan penelitian
yang akan dilakukan. Melalui kajian terhadap
penelitian-penelitian yang sebelumnya, peneliti dapat
mengetahui  persamaan, perbedaan, serta celah
penelitian yang belum dibahas secara mendalam.
Dengan demikian, penelitian terdahulu tidak hanya
berfungsi sebagai rujukan akademik, tetapi juga sebagai
pijakan untuk memperkuat argumentasi ilmiah dalam
penelitian ini. Oleh karena itu, beberapa penelitian
relevan disajikan dalam tabel berikut untuk
memperlihatkan hubungan antara penelitian
sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu
Jud.u I Metode Hasil Persamaan Perbedaan
Penelitian
Implementasi Kualitatif | Hasil Sama-sama Penelitian ini
Kebijakan penelitian membahas menitikberatkan
Makan Bergizi disajikan program Makan| pada
Gratis (MBG) dalam Bergizi Gratis | kebijakan, tata
Studi Kasus Uraian (MBG). kelola,
Pada deskriptif dan anggaran,
SDN 3 Kepanjen Berdasarkan sedangkan
Kabupaten indikator penelitian
Malang oleh kebijakan, Anda berfokus
Ikka Febryanti, tata pada
Muhammad kelola, dan Penerapan
Alwiadi Pane, anggaran. prinsip good
dan governance

Pudji  Astuti dalam
(2025)® perspektif

6 Ikka Febriyanti et al., “Implementasi Kebijakan Makan Bergizi




hukum
administrasi
negara.
Implementasi Kualitatif | Hasil Sama-sama Objek
Prinsip Good deskriptif | penelitian mengkaji penelitiannya
Governance disajikan | penerapan adalah kantor
Responsitas secara naratif | prinsip good camat,
Meningkatkan menl!a! dalam suatu penelitian
Pelayanan kondisi lembaga
Publik pada pelayanan Anda berfokus
Kantor Camat publik dan pada lembaga
Lingga Bayu tingkat pengelola
Kabupaten responsivi tas MBG.
Madina oleh aparat.
Andryan
(2023)’
Kebijakan Kualitatif | Hasil Sama-sama Menggunakan
Makan Bergizi | dengan penelitian membahas studi pustaka
Gratis dan studi berupa MBG dan good | dan analisis
Relevansinya | Pustaka dan| sintesis governance. | pipliometrik,
terhadap Nilai- | analisis literatur dan sedangkan
Nilai Good bibliometrik| lisi penelitian
Governance: aneyss
e metadata Anda
Analisis menggunakan
Administrasi menjelaskay Berbasis fakta
Publik oleh | relasi MB@ |
denaan apangan.
Wayan Lendra, . g.
Daud Husni prinsip good
dan Yuyun governance

Gratis (MBG) Studi Kasus Pada SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang,”
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik 7, no. 1 (2025),
https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dialogue.v7il.26628
" Andryan, Implementasi Prinsip Good Governance Dalam
Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Lingga Bayu
Kabupaten Madina, Universitas Medan Area, SP Public Administration
(Universitas Medan Area, 2023),
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/20215


https://doi.org/10.14710/dialogue.v7i1.26628
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/20215
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Fitriani

(2025)8

Penerapan Asas- penelitian | Hasil Sama-sama Fokus pada

Asas Umum yuridis penelitian menyoroti layanan publik

Pemerintahan | gengan disusun Prinsip good di lembaga

yang baik dalam pendekatan dalam bentuk| governance/AA pemasyarakatan,

penyelenggaraan perundang- | analisis UPBdalam | sedangkan

Pelayanan undangan | normatif suatu lembaga | penelitian Anda

Publik di dan terhadap pelayanan. membahas

Lembaga konseptual | Peraturan dan program MBG
konsep

Pemasyarakatan

oleh Mohamad hukum yang

Syaiful Aris, beglaku.

Ezra Tambunan,

Dita Elvia

Kusuma Putri,

dan Xavier

Nugraha (2022)°

Makan Bergizi | penelitian | Hasil Sama-sama Menggunakan

Gratis (MBG) kepustakaan| Penelitian membahas perspektif

dalam dengan berupa program MBG. | eadilan sosial

Perspektif pendekatan | analisis dan

Keadilan Sosial Systematic tematik dari dinamika sosial-

dan Dinamika | |jterature | berbagai politik berbasis

Sosial-Politik | Review sumber kepustakaan,

oleh Anifatul | (sR) pustaka sedangkan

Kiftiyah, Firda tentang penelitian Anda

Ayu Palestina, MBG, menggunakan

Faris Ulul keadilan perspektif

Abshar, dan sosial, dan

hukum dengan

8 | Wayan Lendra, Daud Husni, and Yuyun Fitriani, “Kebijakan

Makan Bergizi Gratis Dan Relevansinya Terhadap Nilai-Nilai,” Arus
Jurnal Sosial Dan Humaniora ( AJSH ) 5, no. 1 (2025).

® Mohamad Syaiful Aris et al., “PENERAPAN ASAS-ASAS
UMUM,” Jurnal Litigasi 23, no. 2 (2022),
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v23i2.5077


http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v23i2.5077
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Khofidotur dinamika pendekatan
Rofiah (2025)*° sosial- empiris.
politik.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, dapat
disimpulkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya
telah membahas program MBG dan prinsip good
governance dari berbagai sudut pandangg, baik melalui
pendekatan kualitatif, studi pustaka, maupun Kkajian
normatif. Namun, penelitian yang akan dilakukan
memiliki Kketerbaruan karena menempatkan program
MBG dalam kacamata hukum, khususnya hukum tata
negara, dengan fokus pada penerapan prinsip good
governance. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya
melengkapi kajian  sebelumnya,  tetapi  juga
menghadirkan perspektif baru yang belum banyak dibahas
dalam penelitian-penelitian relevan terdahulu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian
Menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris,
yakni penelitian yang menelaah kajian terhadap
hukum vyang berlaku dan kondisi nyata di
masyarakat!'. Metode penelitian ini digunakan untuk
mengamati hubungan antara hukum dan realita sosial
dalam masyarakat. Secara harfiah metode penelitian
yuridis-empiris sebagai penghubung antara ranah
normatif hukum (law in book) dan praktik
penerapannya dalam kehidupan nyata (law in

10 Anifatul ~ Kitftiyan et al., “PANCASILA: Jurnal
Keindonesiaan,” Pancasila: Jurnal KeindonesiaanKeindonesiaan 05, no.
1 (2025), https://doi.org//10.52738/pjk.v5i1.726.

1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).
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action)!2. Dalam penelitian ini akan mengamati
penerapan  prinsip good governance dalam
pengelolaan program MBG di SD Negeri 01
Kedungwuni sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2. Pendekatan penelitian

Penelitian mengguanakan pendekatan penelitian
sebagai berikut:
a. Pendekatan perundang-undangan (statute

approach).

Pendekatan perundang-undangan digunakan
untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum
yang relevan dengan permasalahan hukum yang
dihadapi'®. Dalam penelitian ini pendekatan
perundang-undangan didasarkan pada UU No. 18
Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintah, Peraturan
Presiden (PerPres) No. 83 Tahun 2024 tentang
pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN).

b. Pendekatan kasus (case approach)

Pendekatan kasus dimanfaatkan sebagai
acuandalam memahami dan menyelesaikan perkara
hukum. Dalam penelitian ini pendekatan kasus
didasarkan pada dugaan kasus keracunan yang
terjadi di SD Negeri 01 Kedungwuni.

c. Pendekatan konseptual (conseptual approach)

Pendekatan konseptual digunakan untuk
menganalisis pandangan, gagasan, serta doktrin
para ahli terkait suatu isu hukum. Dalam penelitian

12 Amad Sudiro, Metodologi Penelitian Hukum : Panduan
Komprehensif Untuk Penulisan Akademis Dan Praktis (Purbalingga: Diva
Pustaka, 2025).

13 peter Marzuki Mahmud, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada
Media Grub, 2014).
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ini pendekatan konseptual menganalisis teori good
governance dan konsep Makan Bergizi Gratis.
Kombinasi pendekatan tersebut dinilai tepat
untuk untuk menganalisis, mengkaji dan menelaah
penerapan prinsip good governance dalam
pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
(MBG).
3. Lokasi Penelitian
Tempat pelaksanaan penelitian ini yaitu di SD
Negeri 01 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.
Alasan dipilihnya lokasi penelitian ini ditemukan
permasalahan hukum yang berkaitan dengan dugaan
keracunan yang terjadi di SD Negeri 01 Kedungwuni,
dimana hal tersebut perlu diketahui bagaimana
penerapan prinsip good governance Yyang belum
pernah di teliti sebelumnya.
4. Sumber Data
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang
dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung di
lapangan antara penulis dengan sumber data. Data
primer diperoleh dari wawancara dan observasi
yang penulis dapatkan dari para pihak yang
dijadikan sebagai narasumber.
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang
diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan
menelaah buku-buku dan peraturan perundang-
undangan®4. Dalam penelitian ini menggunakan
data sekunder berupa bahan hukum primer dan

14 Endang Purwaningsih, Metode Penelitian Hukum (Bandung: CV.
Mandar Maju, n.d.).
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bahan hukum sekunder.
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan semua
aturan hukum yang dibentuk dan dibuat secara
resmi oleh suatu lembaga negara atau lembaga
pemerintahan yang penerapannya diupayakan
berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara
resmi oleh aparat negara'®. Oleh karena itu,
bahan hukum primer dalam penelitian ini
adalah:
(a). UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(b). UU No. 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintah
(c). PerPres No. 83 Tahun 2024 tentang
Pembentukan Badan Gizi Nasional
(BGN).
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah seluruh
informasi tentang hukum yang berlaku atau
semua informasi yang relevan dengan
permasalahan  hukum?. Penelitian  ini
menggunakan buku-buku, laporan penelitian
hukum dan tulisan-tulisan hukum dalam bentuk
buku atau jurnal-jurnal
5. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  ini  dilakukan dengan teknik
pengumpulan data, yakni :
a. Wawancara mendalam (in-depth interview)
Dilakukan terhadap informan kunci dengan
menggunakan  panduan  wawancara  semi-

15 Purwaningsih.
16 Purwaningsih.
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terstruktur. Wawancara ini dilakukan secara tatap
muka atau daring (jika diperlukan). Pertanyaan
difokuskan pada penerapan prinsip  good
governance dalam pengelolaan di SD Negeri 01
Kedungwuni. Proses wawancara direkam dengan
izin informan dan ditranskripsikan untuk analisis
lebih. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan
kepada beberapa pihak, yaitu:
1) Guru
a) Ibu Subikha, S. Pd. selaku ketua
koordinator program MBG
b) Ibu Lulu Sania Dienti, S. Pd. selaku
penanggung jawab teknis pelaksanaan
program MBG.
c) Ibu Nuning Nurhayati, S. Pd. selaku
pelaksana harian 1 program MBG
d) Ibu Siti Choyimah, S. Pd. selaku pelaksana
harian 2 program MBG.
e) Bapak Beni Handoko, S.Pd. selaku guru
pendamping kelas
2) Orang Tua Siswa
a) Ibu dengan inisial S/Orang tua siswa kelas V
b) lbu dengan inisial R/Orang tua siswa kelas
VI
3) Siswa
a) Siswa kelas V dengan inisial R
b) Siswa kelas VI dengan inisial Z
. Studi dokumen (document study)

Melibatkan  pengumpulan dan analisis
dokumen hukum, kebijakan, dan laporan resmi
terkait good governance, program MBG, serta
insiden  keracunan. Teknik ini  mencakup
penelusuran arsip di perpustakaan hukum, situs
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resmi pemerintah (seperti situs Kementerian
Kesehatan dan BGN), dan media massa untuk
mendapatkan data sekunder yang akurat.
Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan
etika penelitian, termasuk memperoleh informed
consent dari narasumber, melindungi kerahasiaan
data, serta menghindari bias melalui triangulasi
sumber.
6. Teknik validitas data
Triangulasi  merupakan metode  menguji

keabsahan data dengan cara mengoptimalkan proses
pencocokan anatara hasil wawancara dengan objek
penelitian’’.  Menurut  Lexy dalam  Endang
Purwaningsih menyebutkan bahwa keabsahan data
diterapkan dalam rangka membuktikan temuan hasil
lapangan dengan meneliti kredibilitasnya
menggunakan teknik triangulasi. Dalam penelitian
yuridis-empiris, pembuktian kebenaran dilakukan
dengan:

a. Membandingkan apa yang dikatakan informan
satu denga informan lain dan dengan responden
hasil wawancara.

b. Membandingkan data hasil wawancara dnegan
data dokumen dan studi kepustakaan®®,

Dalam  penelitian  kualitatif. ~ Triangulasi
dilakukan melalui:

a. Triangulasi sumber

Triangulasi  sumber dapat didefinisikan
sebagai penggunaan dua atau lebih sumber data
untuk memverifikasi dan memperkaya hasil

17 Muhammad Syarif, Metode Penelitian Hukum (Padang: Get
Press Indonesia, 2024).
18 purwaningsih, Metode Penelitian Hukum.
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penelitian'®. Membandingkan data dari multiple
sumber, seperti membandingkan pernyataan
wawancara dengan dokumen resmi atau laporan
kesehatan untuk mengkonfirmasi fakta insiden
keracunan. Dalam penelitian ini data dibandingkan
dengan wawancara yang dilakukan kepada Guru,
Orang tua siswa dan Siswa di SD Negeri 01
Kedungwuni lalu dikonfirmasi kembali dengan
data yang dimiliki oleh sekolah.
b. Triangulasi metode

Triangulasi metode dapat didefiniskan
sebagai kombinasi berbagai teknik pengumpulan
data yang diterapkan dalam satu studi untuk
memverifikasi konsistensi dan keandalan temuan?,
seperti memastikan bahwa analisis norma hukum
didukung oleh observasi lapangan.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan
data tidak hanya melalui wawancara tetapi
dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu
mengumpulkan buku, jurnal dan perundang-
undangan untuk memperkuat kevaliditasan data.

c. Triangulasi teori

Triangulasi teori dapat didefinisikan sebagai
penggunaan berbagai kerangka teori untuk
menganalisis data atau fenomena yang sama®l.
Mengintegrasikan teori hukum dengan data empiris
untuk mengevaluasi konsistensi, seperti
menggunakan teori good governance untuk
menafsirkan bukti dari kasus dan menghindari bias

19 Bambang Arianto, Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif
(Balikpapan, 2024), Borneo Novelty Publishing.

20 Arianto.

21 Arianto.
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subjektif.  Penelitian ini  diperkuat dengan
penggunaan teori good governance dan konsep
MBG dalam menganalisis data.
d. Triangulasi waktu
Triangulasi  waktu dapat didefinisikan
sebagai penggunaan berbagai titik waktu untuk
mengumpulkan dan menganalisis data untuk
mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif
tentang suatu fenomena??. Penelitian ini diperkuat
dengan wawancara kepada pihak Guru, Orang Tua,
dan Siswa dengan rentang waktu beberapa hari
dengan pertanyaan yang sama untuk memastikan
stabilitas temuan.
7. Teknik Analisis Data
Miles dan Huberman dikutip dalam Sugiyono
menyatakan analisis data yaitu kegiatan dalam
penelitian kualitatif yang dilakukan secara dinamis
dan berlanjutan hingga mencapai kejenuhan data.
Dalam penelitian hukum, analisis data memiliki sifat
deskriptif, evaluatif dan preskriptif?3. Oleh karena itu
penulis akan menggunakan teknik analisis data
deskriptif
Pada analisis deskriptif, peneliti menjelaskan
fakta hukum dan norma hukum yang berkaitan
dengan kasus tanpa memberikan penilaian. Analisis
dilakukan dengan menguraikan fakta peristiwa
hukum, pada penelitian ini berarti terjadinya dugaan
keracunan di SD Negeri 01 Kedungwuni akibat
mengkonsumsi MBG. Selanjutnya mendeskripsikan

22 Arianto.
23 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram
University Press, 2020).
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keterkaitan antara insiden tersebut dengan prinsip
good governance atau AAUPB, dan terakhir
menjelaskan kerangka normatif yang berlaku.
H. Sistematika Penulisan
Penulisan penelitian ini disusun lima bab dengan
sub bagian di setiap bab, untuk menciptakan struktur
penulisan yang sistematis sekaligus mempermudah
pembaca memahami hasil penelitian secara menyeluruh.
Kerangka sistematika penulisan adalah sebagai berikut:
BABI. PENDAHULUAN
Bagian ini berisi uraian mengenai latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
kerangka teoritik, kajian penelitian terdahulu, metode
penelitian serta sistematika penulisan.
BAB Il. LANDASAN TEORITIS
Bagian ini memaparkan teori yang menjadi
landasan penelitian yakni teori good governance dan
konsep makan bergizi gratis.
BAB Il HASIL PENELITIAN
Bagian ini berisi penjelasan mengenai hasil
penelitian terhadap penerapan prinsip good governance
dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.
BAB IV. PEMBAHASAN
Bagian ini berisi pembahasan rumusan masalah
mengenai penerapan prinsip good governance dan akibat
hukum belum terlaksananya penerapan prinsip good
governance dalam pelasanaan program makan bergizi
gratis.
BABV. PENUTUP
Bagian ini terbagi menjadi tiga sub-bab yakni
kesimpulan, saran dan limitasi kajian.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis
(MBG) SD Negeri 01 Kedungwuni menunjukan adanya
upaya penerapan prinsip good governance namun
terdapat kegagalan dalam khususnya pada prinsip
transparansi dan rule of law. Sekolah sudah
menunjukan  bahwa  sekolah  telah  berusaha
melaksanakan program secara terbuka dan melibatkan
pihak-pihak yang berkepentingan. Temuan ini
diperkuat dengan wawancara bahwa penerapan prinsip-
prinsip tersebut belum sepenuhnya optimal, karena
masih ditemukan beberapa kekurangan. Kondisi ini
memperlihatkan bahwa implementasi good governance
dalam program MBG masih berada pada tahap awal
dan membutuhkan penguatan yang lebih sistematis agar
tidak hanya berjalan secara komunikatif, tetapi juga
memiliki dasar administratif, prosedural dan hukum
yang jelas. Oleh sebab itu, pelaksanaan program MBG
di SD Negeri 01 Kedungwuni masih memerlukan
pembenahan  yang  serius agar  benar-benar
mencerminkan tata kelola yang baik.

Selanjutnya, kelemahan dalam penerapan good
governance tersebut berpotensi menimbulkan berbagai
akibat hukum bagi sekolah, orang tua, siswa, maupun
pemerintah sebagai pihak pengawas. Ketiadaan
dokumen  persetujuan yang memadai  dapat
melemahkan dasar hukum partisipasi siswa, sedangkan
tidak tersedianya papan informasi nutrisi dan ketiadaan
SOP tertulis dapat menimbulkan ketidakpastian
kewenangan dan prosedur operasional. Kondisi ini

87
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bukan sekedar masalah teknis administrasi, tetapi juga
dapat berdampak pada munculnya kesulitan
pertanggungjawaban, potensi sanksi administratif, dan
menurunkan kepercayaan publik terhadap program
MBG. Perbaikan tata kelola MBG perlu dilakukan
secara menyeluruh melalui penyusunan SOP yang
jelas, penerapan transparansi, peningkatan kapasitas
para pihak, serta monitoring dan evaluasi yang
responsif. Langkah ini penting untuk memperkuat good
governance, melindungi hak anak, meningkatkan
akuntabilitas, dan meminimalkan risiko hukum dalam
pelaksanaan program MBG.

Saran

1. Bagi SPPG, perlu segera menyusun dan menetapkan
regulasi tertulis yang bersifat operasional, baik
berupa SOP, petunjuk teknis, maupun petunjuk
pelaksana, agar program MBG memiliki dasar
hukum yang jelas, memberikan kepastian hukum
bagi sekolah, serta mencegah terjadinya kekosongan
norma dalam implementasi di lapangan.

2. Bagi pihak sekolah, perlu memastikan setiap tahapan
pelaksanaan program MBG didukung oleh dokumen
hukum yang memadai, seperti persetujuan tertulis
orang tua, logbook penerimaan dan distribusi
makanan, serta bukti pelaksanaan pengawasan. Hal
ini penting untuk memperkuat aspek akuntabilitas
dan sebagai alat bukti apabila terjadi pemasalahan
hukum di kemudian hari.

3. Bagi orang tua siswa, perlu diberikan sosialisasi
hukum yang lebih komprehensif mengenai hak dan
kewajiban mereka dalam pelaksanaan program
MBG, termasuk risiko, mekanisme pengaduan, serta
bentuk tanggungjawab para pihak, sehingga
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persetujuan yang diberikan tidak hanya bersifat
administratif, tetapi juga berdasarkan pemahaman
hukum yang memadai.

4. Bagi komite sekolah, perlu dibentuk mekanisme
pengawasan Yyang terstruktur dan terdokumentasi
agar fungsi kontrol sosial berjalan efektif.
Pengawasan tersebut penting untuk memastikan
bahwa pelaksanaan program sesuai dengan prinsip
transparansi,  akuntabilitas, dan perlindungan
terhadap hak siswa.

5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk
mengkaji lebih lanjut aspek pertanggungjawaban
hukum dalam pelaksanaan program MBG,
khususnya terkait tanggung jawab perdata,
administratif, maupun potensi tanggung jawab
negara apabila terjadi kelalaian yang menimbulkan
kerugian bagi peserta didik.

Limitasi Kajian

Keterbatasan penelitian ini antara lain disebabkan
olen akses peneliti terhadap Satuan Pelayanan

Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memungkinkan.

Pihak SPPG menolak untuk diwawancarai dan tidak

tersedia petunjuk teknis atau pedoman resmi mengenai

perizinan penelitian di institusi tersebut, sehingga
peneliti tidak dapat memperoleh data primer langsung
dari SPPG. Akibatnya, sumber data dalam penelitian ini
terbatas pada hasil wawancara dengan pihak sekolah,
orang tua, dan siswa, serta dokumentasi lain yang
tersedia secara ekstenal. Kondisi ini  dapat
mempengaruhi kedalaman dan kelengkapan informasi
mengenai praktik dan kebijakan internal SPPG.
Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menjangkau
SPPG secara lebih luas, baik melalui pendekatan izin
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yang lebih panjang, kerja sama kelembagaan, maupun
metode alternatif seperti studi partisipatif. Sehingga,
memungkinkan pengumpulan data primer yang lebih
komprehensif dan valid.
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